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ABSTRAK 

 

Sebagai daerah istimewa, Yogyakarta memegang hak asal – usul, dimana oleh 

negara diberikan kewenangan mengatur kabijakan terkait pertanahan yang didasarkan 

pada hukum adat Rijksblad Kasultanan Tahun 1918 Nomor 16 dan Rijksblad 

Kadipaten Tahun 1918 Nomor 18. Pada tahun 1984, UUPA dapat diberlakukan 

secara utuh di Yogyakarta, itupun hanya berlaku bagi tanah – tanah yang telah 

memiliki hak milik (eigendom) dan tidak berlaku bagi tanah – tanah Kasultanan dan 

Kadipaten yang diberikan hak pinjam pakainya kepada masyarakat (magersari, dan 

anggaduh). Hingga disahkannya Undang – Undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang 

Keistimewaan DIY, yang secara khusus mengatur perkara tanah di Yogyakarta 

sebagai hak keistimewaan yang disandang, dengan menyatakan bahwa Kasultanan 

dan Kadipaten sebagai badan hukum yang berwenang melaksanakan pengelolaan 

tanah magersari. Selanjutnya diberlakukan Peraturan Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah 

Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Yang mana memerintahkan Kasultanan dan 

Kadipaten melaksanakan inventarisasi tanah Keraton Yogyakarta hingga pada 

akhirnya didaftarkan kepada lembaga pertanahan. Dengan demikian seluruh tanah di 

DIY yang belum memiliki hak eigendom akan bersertifikat atas nama Kasultanan 

serta Kadipaten. Hal tersebut yang menjadi fokus pembahasan dilihat dr aspek hukum 

hak atas tanah magersari, sebagai imbas kebijakan inventarisasi tanah di DIY.  
Penelitian hukum ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

penelitian hukum normatif dan dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini 

bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik wawancara dan 

studi dokumen. Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data 

sekunder, diolah dan dianalisis dengan analisis data kualitatif. Yang menjadi pokok 

pembahasan dalam penelitian ini adalah perubahan yang terjadi pada hak atas tanah 

magersari keraton Yogyakarta sebagai imbas disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 

dan diberlakukannya Perdais Nomor 1 Tahun 2017.  
Berdasar penelitian ini, Amanah yang tersurat didalam Undang – Undang 

nomor 13 Tahun 2012 dan Perdais Nomor 1 Tahun 2017 adalah upaya mewujudkan 

tatanan pertanahan yang jelas dan berkepastian hukum sesuai isi pasal 19 UUPA. 

Penguasaan tanah di Yogyakarta oleh Kasultanan dan Kadipaten bagi tanah – tanah 

yang tidak memiliki hak milik, akan menjadikan tanah – tanah yang tidak 

bersertifikat menjadi kekuasaan Kasultanan dan Kadipaten. Untuk menghindari 

kesalahan kebijakan pertanahan ini, inventarisasi harus dilakukan dengan sangat 

cermat berdasarkan letak, sejarah, asal – usul hingga pemegang hak/pengguna tanah. 

Sehingga perubahan hak atas tanah di Yogyakarta dari disahkannya UU Nomor 13 

Tahun 2012 dan dikeluarkannya Perdais Nomor 1 Tahun 2017 dapat dilaksanakan 

dengan baik bagi kepentingan seluruh masyarakat.  
Kata kunci : Magersari, Hak Atas Tanah DIY 
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MOTTO 

 
 
 

Pada Puncak-Mu Kucari Jati Diri 

 
 

Pada Hijau-Mu Kutemukan Damai Abadi 

 
 

Tak Kan Menyerah Dalam Cita 

 
 

Tak Kan Surut Sebelum Bersujud 

 
 

-mapalaska- 

 
 
 
 
 
 

Jangan Tanyakan Apa Yang Akan Kita 

 
 

Dapat Dari Kehidupan, Tapi Tanyakan 

 
 

Apa Yang Dapat Kita Berikan Pada 

 
 

Kehidupan Ini. 

 
 

-kostuj- 
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سب وحزلا الله ن يحزلا ي  ن
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Perubahan Hak Atas Tanah Magersari Keraton Yogyakarta Sebelum Dan 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum dijadikan 

panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di 

Indonesia.
1
 Di dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang merupakan 

konstitusi negara, ditentukan bahwa negara Republik Indonesia adalah sebagai 

negara kesatuan. Sebagai konsekuensi logis negara kesatuan, bahwa diseluruh 

wilayah negara berlaku peraturan hukum yang sama. Untuk mewujudkan hal 

yang demikian, bukanlah merupakan sesuatu yang mudah, tentunya 

memerlukan proses konstitusional sebagaimana ditetapkan dalam Undang – 

Undang Dasar 1945, terlebih apabila menyangkut kepentingan masyarakat 

luas khususnya dibidang pertanahan atau keagrariaan 

 
Pada era kemerdekaan, di Indonesia terdapat dualisme hukum dalam 

bidang pertanahan, dikarenakan belum bisa dibuat peraturan dengan segera 

setelah kemerdekaan yaitu sistem hukum barat peninggalan jaman kolonial 

dan sistem hukum adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia. 

Keadaan semacam ini baru mendapat kejelasan pada tahun 1960, tepatnya 24 

September 1960, yaitu saat diundangkannya Undang – Undang Pokok Agraria 

(UU No. 5 Tahun 1960).
2

 

 
 

1 Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978),
 

hlm. 13. 
2
 Umar Kusumoharyono, “Eksistensi Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Yogyakarta 

Setelah Berlakunya UU No. 5 / 1960”, (Yustisia: edisi 68), hlm. 1. 
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Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) dibuat dengan maksud 

untuk mengadakan unifikasi hukum pertanahan di Indonesia, tetapi maksud ini 

tidak langsung terwujud setelah UUPA diberlakukan, karena tidak semua 

daerah di wilayah Indonesia bisa begitu saja diterapkan ketentuan – ketentuan 

UUPA. Salah satu daerah yang tidak bisa langsung menerapkan UUPA adalah 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Di wilayah Yogyakarta mempunyai peraturan 

sendiri dalam bidang pertanahan (sebelum UUPA berlaku secara resmi di 

DIY) yaitu Rijksblaad No. 16 Tahun 1918 dan No.18 Tahun 1918, tentang 

tanah – tanah yang tidak dapat dibuktikan dengan hak eigendom dan hak 

domain Kesultanan. Sebelum Yogyakarta tunduk pada UUPA, masalah tanah 

didaerah ini sering menimbulkan kerawanan karena adanya tiga macam 

hukum tanah: tanah yang diatasnya berlaku hukum Barat, tanah keraton dan 

tanah adat. Baru pada tahun 1984 Undang – Undang Pokok Agraria berlaku 

secara resmi di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 24 September 1984.
3

 

 
Yogyakarta dinyatakan sebagai Daerah Istimewa tidak terlepas dari 

sejarah masa lampau antara NKRI dengan Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. 

Pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan 

bahwa Nagari Yogyakarta bersifat Kerajaan dan merupakan bagian dari 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur urusan pertanahan 

sejak tahun 1946, dikeluarkan berbagai maklumat dan Petunjuk Jawatan Praja 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur hak – hak atas tanah dan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan status tanah. Secara garis besar, dalam 

 

 
3 Ibid, hlm.3
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bidang pertanahan sebelum reorganisasi agraria, hukum tanah Kesultanan 

menentukan bahwa hak milik atas seluruh luas tanah diwilayah kerajaan 

adalah mutlak milik raja dan rakyat diberi wewenang untuk meminjam tanah 

raja secara turun temurun. 

 
Di DIY pada awalnya tidak pernah ada tanah negara, semua tanah 

negara di DIY adalah tanah Sultan yang sejak kemerdekaan diberikan kepada 

pemerintah daerah. Selain itu ada tanah milik Keraton Yogyakarta (Sultan 

Ground), dan tanah milik Puro Paku Alam (Paku Alam Ground). Diperkirakan 

60% tanah di DIY adalah tanah milik Keraton. Tanah keraton inipun 

pemanfaatannya bermacam-macam, salah satunya untuk tempat tinggal. 

Masyarakat bisa menggunakan tanah keraton sebagai tempat tinggal dengan 

status "magersari". Magersari pada awalnya adalah tanah yang ditujukan 

khusus untuk para abdi dalem, sebagai tanda jasa atas pengabdiannya terhadap 

keraton. Namun pada perkembangannya masyarakat bisa memanfaatkannya 

dengan alas hak pinjam pakai atas tanah magersari. 

 
Ketika secara nasional UU No. 5 Tahun 1960 tentang agraria 

diberlakukan secara nasional, tidak serta merta langsung dapat diterapkan di 

DIY yang dahulu merupakan sebuah Nagari Kerajaan. Pada saat 

diundangkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang agraria secara nasional, DIY 

masih menggunakan UU No. 3 Tahun 1950 yakni tentang peraturan 

Keistimewaan DIY yang dalam perkembangannya kini dikeluarkan Undang – 

Undang Keistimewaan No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dalam 

bidang pertanahan (UUK). 
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Eksistensi tanah Kesultanan Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh 

 

perkembangan hukum tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik pada masa 

 

swapraja maupun setelah Indonesia merdeka tahun 1945. Mulai dari 

 

berlakunya Rijksblaad Kesultanan yang merupakan hukum adat, kemudian 

 

ditetapkannya UU No. 3 Tahun 1950 tentang peraturan Keistimewaan DIY, 

 

berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria yang secara resmi berlaku 

 

di DIY pada tahun 1984 dan ditetapkannya UU No. 13 Tahun 2012 tentang 

 

Keistimewaan DIY. 

 

Didalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2012 dinyatakan dalam bab 

 

yang terpisah pembahasan mengenai pertanahan. Bahwa “Kesultanan sebagai 

 

badan hukum merupakan subjek hukum yang mempunyai hak milik atas tanah 

 

Kasultanan”.
4

 Berdasarkan pada UUK tersebut, selanjutnya disahkan 

 

Peraturan Daerah Istimewa DIY Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan 

 

Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten yang mengharuskan 

 

Keraton Yogyakarta melaksanakan inventarisasi tanah Kesultanan, sehingga 

 

hal ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. 

 

”Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan 
peraturan pertanahan yang diatur dalam UU Keistimewaan DIY dan 

Peraturan Daerah Keistimewaan Induk rancu dengan aturan hukum 
nasional UU Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Komnas HAM, akademisi, 

dan sejumlah aktivis mewacanakan untuk mengajukan judicial review ke 

Mahkamah Konstitusi atas pasal-pasal yang mengatur pertanahan dalam 

UU Keistimewaan DIY meskipun tidak dalam waktu dekat.”
5

 

 

Permasalahan ini menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat 

 

bahkan aktivis  HAM  yang menganggap kekuasaan raja terhadap hak  atas  
 

4 UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, pasal 32 ayat 2
  

5 www.tempo.co, edisi 10 Juni 2016, “Komnas HAM : Keraton Yogya Kembalikan 
Prinsip Raja Kuasai Tanah”,diakses pada 21 April 2017 pukul 08.15 WIB.
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tanah disinyalir akan merubah pola bahkan mengurangi hak atas tanah yang 

tengah disandang masyarakat. Untuk itu penelitian ini difokuskan pada akibat 

hukum yang timbul atas kebijakan inventarisasi tanah kesultanan yang 

dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta setelah disahkannya UU Keistimewaan 

DIY. 

 
Berdasarkan uraian latar belakang seperti tersebut diatas tentang 

sejarah dan pengaturan pertanahan di Yogyakarta, maka penulis tertarik untuk 

mengajukan penelitian yang akan memfokuskan pembahasan masalah dengan 

judul : Perubahan Hak Atas Tanah Magersari Keraton Yogyakarta 

 

Sebelum Dan Sesudah Disahkannya UU RI Nomor 13 Tahun 2012 

Tentang Keistimewaan DIY. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang 

dibahas dalam skripsi ini adalah : 

 
1. Bagaimana pelaksanaan perubahan hak atas tanah magersari Keraton 

Yogyakarta setelah disahkannya UU No 13 Tahun 2012 Tentang 

Keistimewaan D.I.Yogyakarta? 

 
2. Apa kendala dan upaya pelaksanaan kebijakan pertanahan di Yogyakarta 

setelah disahkannya UU No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan 

D.I.Yogyakarta? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan dalam pembuatan skripsi ini, untuk menjawab pokok permasalahan 

sebagaimana telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas, yakni : 

 
a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan perubahan hak atas tanah 

magersari Keraton Yogyakarta setelah disahkannya UU No 13 Tahun 

2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta 

 
b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaaan kebijakan tanah 

sekaligus upaya yang dilakukan dalam menerapkan kebijakan 

pertanahan bagi Keraton Yogyakarta berdasarkan Undang – Undang 

No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta 

 
2. Kegunaan Penelitian 

 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat serta dapat menambah pengetahuan melalui sumbangsih 

pemikiran di bidang hukum mengenai hak atas tanah magersari 

Keraton Yogyakarta sebelum dan sesudah disahkannya Undang – 

Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta 

 
b. Secara praktis penelitian ini untuk mengetahui tata kelola tanah 

magersari Keraton Yogyakarta serta hak atas tanah oleh masyarakat 

pemegang status magersari berdasarkan kejelasan secara administratif 

maupun landasan hukum setelah aspek pertanahan dicantumkan dalam 
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Undang – Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan 

Yogyakarta. 

 

 

D. Telaah Pustaka 

 

Sejauh penelusuran referensi oleh penulis, ada beberapa penelitian 

yang sedikit banyak telah membahas mengenai hak atas tanah magersari 

Keraton Yogyakarta. 

 
Much. Bintang Arief Martoadi dalam tesisnya yang berjudul 

Pelaksanaan Jual Beli Tanah Magersari Milik Keraton Surakarta 

Hadiningrat Di Desa Pasarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal 

menjelaskan bahwa : jual beli tanah magersari dilaksanakan sesuai sistem 

hukum yang sah berdasarkan KUHPerdata dan sistem hukum adat. Menurut 

Pasal 1457 KUHPerdata apa yang disebut jual beli tanah adalah suatu 

perjanjian dimana pihak yang memiliki tanah, yang disebut penjual dan 

mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan 

kepada pihak lain, yang disebut pembeli. Jadi pengertian jual beli menurut 

KUHPerdata bersifat abstrak artinya masih memerinci segala sesuatu dalam 

pikiran dengan tiada suatu kenyataan. Sedangkan jual beli menurut hukum 

adat bersifat konkrit, kostan artinya perjanjian jual beli dialami sendiri secara 

nyata, terang dan tunai. Jual beli tanah magersari, yaitu apabila seorang 

pemilik tanah yang bertempat tinggal di tanah itu memberikan ijin kepada 

orang lain untuk membuat rumah yang kemudian ditempati olehnya diatas 

tanah itu juga, maka terdapat suatu transaksi yang disebut numpang. Seorang 
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magersari biasanya berkewajiban untuk memberi bantuan kepada pemilik 

tanah/pekarangan, apabila diperlukan.
6

 

 
Achmad Fachrudin dalam skripsinya yang berjudul Hak Atas Tanah 

Dari Surat Kekancingan Keraton Yogyakarta Menurut UUPA dan Hukum 

Islam menjelaskan bahwa : hak atas tanah di Yogyakarta terbagi menjadi tiga 

yakni ; magersari, ngindung dan hak pinjam pakai serta terdapat persamaan 

dan perbedaan dalam pemberian hak atas tanah dari Keraton Yogyakarta 

dengan surat kekancingan dengan UUPA dan hukum Islam.
7

 

 
Siti Kadariah dalam skripsinya yang berjudul Status Hukum 

Kepemilikan Sultan Ground Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam 

menjelaskan bahwa : status hukum kepemilikan Sultan Ground menurut 

hukum positif adalah Sultan Ground merupakan tanah sah milik raja sesuai 

dengan pasal 20 ayat (1) UUPA, dan fakta dilapangan maka sebenarnya tanah 

keraton dikategorikan sebagai hak milik keraton. Apabila ditinjau dari hukum 

Islam, yakni dari segi historisnya (asal – usulnya), status hukum kepemilikan 

Sultan ground ini sesuai dengan pada zaman Rasul, yakni adanya tanah yang 

ditaklukan sebagai hak milik melalui perjanjian damai, atas dasar inilah Sultan 

Ground merupakan hak milik pribadi. Kepemilikan pribadi dalam Islam juga 

diakui dan dilindungi sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa’ ayat 

29. Dalam perkembangannya, tanah Sultan Ground ini dapat dimiliki secara 

 
 

 
6 Martoadi Much. Arief Bintang, “Pelaksanaan Jual Beli Tanah Magersari Milik Keraton 

Surakarta Hadiningrat Di Desa Pasarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal,” skripsi 
Universitas Diponegoro Semarang (2009)

  

7 Fachrudin Achmad, “Hak Atas Tanah Dari Surat Kekancingan Keraton Yogyakarta 
Menurut UUPA Dan Hukum Islam,” skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 
(2012)
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turun – temurun dalam Islam biasa dikenal dengan “urf” yakni kebiasaan 

menurut hukum adat, hak kepemilikan ini juga sah menurut Islam, selama 

tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits.
8

 

Aghisna Nurfahmi dengan judul skripsi Aspek Hukum Magersari Dan 

Implikasinya Terhadap Keraton Yogyakarta (DIY) Dan Orang Yang 

Magersari menjelaskan bahwa : hak magersari merupakan hak pinjam tanah 

yang mengandung unsur kontrak, dimana perjanjian antara pihak Keraton 

Yogyakarta dengan orang yang magersari tertuang dalam satu akta 

kesepakatan yang disebut “surat kekancingan”. Sehingga hukum yang berlaku 

dalam perkara magersari adalah hukum perjanjian antar dua pihak yaitu 

keraton dan abdi dalem. 

 
Linda Dwi Puspitasari dengan judul skripsi Pemberian Izin Hak Pakai 

Tanah Sultan Ground Untuk Warga Yogyakarta Berdasarkan UU Nomor 13 

Tahun 2012 menjelaskan bahwa pemberian ijin hak pakai Sultan Ground 

terdiri dari 4 macam antara lain: 1. Magersari, yaitu hak pinjam pakai Sultan 

Ground yang diperuntukkan bagi abdi dalem Keraton sebagai imbalan atas 

pengabdiannya, pemegang hak magersari dapat menggunakan tanah sebagai 

tempat tinggal; 2. Ngindung, yaitu hak pinjam pakai Sultan Ground bagi 

masyarakat yang bukan abdi dalem, pemegang hak ngindung dapat 

menggunakan tanah sebagai tempat tinggal; 3. Anganggo, yaitu pemberian 

hak pinjam pakai tanah Sultan Ground kepada masyarakat untuk diolah dan 

diambil manfaat darinya; 4. Anggaduh, yaitu hak pinjam tanah Sultan Ground 

 
 

8 Kadariah Siti, “Status hukum Kepemilikan Sultan Ground Menurut hukum Positif Dan 
Hukum Islam,” skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)
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yang diberikan kepada pamong praja di kelurahan untuk dikelola, dan diambil 

manfaat darinya, pemegang hak angggaduh tidak memiliki hak untuk 

memanfaatkan secara langsung tanah tersebut untuk kepentingan pribadi, 

tetapi mengelola dan mengatur untuk dapat dimanfaatkan masyarakat secara 

langsung. Hak anggaduh memberikan wewenang untuk mengawasi, 

mengelola dan mengatur pengggunaan tanah oleh masyarakat. 

 
Berdasarkan judul – judul karya ilmiah diatas dapat menjadi 

pembanding dengan karya ilmiah yang akan diteliti sekarang supaya tidak 

terjadi plagiat dari hasil penelitian nantinya. 

 

 

E.  Kerangka Teoritik 

 

Didalam kerangka teoritik ini menggunakan beberapa teori untuk 

menjelaskan upaya pelaksanaan undang – undang dalam pengelolaan tanah 

magersari Keraton Yogyakarta ditinjau dari hak atas tanah sebelum dan 

sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang 

Keistimewaan DIY, diantaranya sebagai berikut : 

 
1. Teori Kepastian Hukum 

 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-

norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang 

yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu 

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama 
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individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu 

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan 

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum.
9

 

 
Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai 

identitas, yaitu sebagai berikut :
10

 

 
1. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari 

sudut yuridis 

 
2. Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini maninjau dari sudut 

fisolofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang 

didepan pengadilan. 

 
3. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid 

atau utility) 

 
2. Teori Hukum Adat/Kearifan Lokal 

 

Adat adalah sebuah perilaku yang dilakukan berulang – ulang yang 

kemudian menjadi kebiasaan dan diakui oleh masyarakat sebagai norma.
11

 

Pada masa kerajaan, atau dalam bahasa lain pada masa kabekelen, berlaku 

asas bahwa tanah adalah milik raja. Sebagian diantaranya diberikan kepada 

kerabat dan pejabat keraton sebagai tanah lungguh, sedang rakyat hanya 

 
 
 
 

 
9 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,  (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158.

  
10

Dominikus  Rato,  Filsafat  Hukum  Mencari,  Memaknai  dan  Memahami  Hukum,
 

(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59. 

 
11 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: 

Toko Gunung Agung, 2002,), hlm.82-83.
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mempunyai wewenang anggaduh (meminjam). Hal ini menjadi sebuah aturan 

yang dibuat penguasa dan berlaku bagi rakyat. 

 
Cara memperoleh kepemilikan tanah menurut UUPA adalah menurut 

hukum adat, penetapan pemerintah dan ketentuan undang – undang. Menurut 

hukum positif, hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh 

yang dapat dipunyai orang atas tanah disamping hak guna bangunan, hak guna 

usaha dan hak pakai. 

 
3. Teori Keadilan Sosial 

 

Keadilan sosial menurut Pembukaan UUD dimaksudkan tidak hanya 

bagi rakyat Indonesia sendiri, akan tetapi juga bagi seluruh umat manusia. 

Keadilan sosial dapat dikembalikan pula kepada sifat kodrat manusia 

monodualis, sehingga keadilan sosial adalah sesuai pula dengan sifat hakekat 

negara kita sebagai negara monodualis, bahwa di dalam keadilan sosial itu 

terkandung pula kesatuan yang statis tak berubah dari kepentingan 

perseorangan atau kepentingan khusus dan kepentingan umum dalam 

keseimbangan yang dinamis, yang mana di antara dua macam kepentingan itu 

yang harus diutamakan tergantung dari keadaan dan zaman, kalau buat 

keadaan dan zaman kita sekarang kepentingan umumlah yang diutamakan. 

 
Dengan demikian, lapangan tugas bekerjanya negara adalah hal 

memelihara (keadilan sosial) dapat dibedakan demikian : 

 
1. Memelihara kepentingan umum, yang khusus mengenai 

kepentingan negara sendiri sebagai negara 
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2. Memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama 

daripada para warga negara, yang tidak dapat dilakukan oleh para 

warga negara sendiri 

 
3. Memelihara kepentingan bersama dari warga negara perseorangan 

yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara sendiri, 

dalam bentuk bantuan dari negara 

 
4. Memelihara kepentingan dari warga negara perseorangan, yang 

tidak seluruhnya dapat diselenggarakan oleh warga negara sendiri, 

dalam bentuk bantuan dari negara, ada kalanya negara memelihara 

seluruhnya kepentingan perseorangan (fakir miskin, anak 

terkantar) 

 
5. Tidak semua bangsa Indonesia dalam keseluruhannya harus 

dilindungi, juga suku bangsa, golongan warga negara, keluarga, 

warga negara perseorangan 

 
6. Tidak cukup ada kesejahteraan dan ketinggian martabat kehidupan 

umum bagi seluruh bangsa, juga harus ada kesejahteraan dan 

martabat kehidupan tinggi bagi suku bangsa, setiap golongan 

warga negara, setiap keluarga, setiap warga negara 

perseorangan.pemeliharaannya, baik diselenggarakan oleh negara 

 
maupun oleh perseorangan sendiri, tidak dengan atau dengan 

bantuan negara. 

 
Realisasi dari prinsip keadilan sosial tidak lain adalah dengan jalan 

pembangunan yang benar-benar dapat dilaksanakan dan berguna serta 
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dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat. Selain itu dalam realisasinya 

Pembangunan Nasional merupakan suatu upaya untuk mecapai tujuan negara, 

sehingga Pembangunan Nasional harus senantiasa meletakkan asas keadilan 

sebagai dasar operasional serta dalam penentuan berbagai macam 

kebijaksanaan dalam pemerintahan negara.
12

 

Karena itu sangat terang bahwa kita harus meniadakan segala bentuk 

kepincangan sosial dan kepincangan pembagian kekayaan nasional kita. 

Kepincangan-kepincangan demikian bukan saja tidak menjamin terwujudnya 

keadilan sosial, malahan merupakan penghambat dari kesetiakawanan yang 

menjadi kekuatan penting dalam usaha kita untuk sama-sama memikul beban 

pembangunan. 

 
Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga 

keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang 

lain. 

 

 

F. Metode Penelitian 

 

Dibutuhkan sebuah rencana dan langkah kerja untuk melaksanakan 

penelitian agar hasil yang didapatkan sesuai dengan rencana pencapaian 

rumusan masalah yang telah diuraikan dalam proposal ini. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 
1. Jenis Penelitian  

 
 
 
 

 
12 www.dewikarya.blogspot.com, “Pengertian Keadilan Sosial”, diakses pada 7 Juni 

2017 pukul 18.30 WIB.
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Jenis penelitian ini adalah penelitian desktiptif yang dilakukan 

secara langsung atau penelitian lapangan (field research) yaitu metode 

penelitian untuk mendapatkan data langsung dari lapangan tempat 

dilakukannya penelitian yaitu di daerah Kasultanan Yogyakarta. 

Mengumpulkan data yang berhubungan dengan pokok permasalahan baik 

secara langsung atau terdokumenter. Melukiskan secara aktual dan cermat 

terkait masalah yang diteliti tersebut.
13

 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang 

bersifat kualitatif, yaitu mengumpulkan data secara langsung dari lapangan 

baik secara teori maupun fakta untuk menarik kesimpulan dari sebuah 

fenomena. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai 

pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in 

action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat.
14

 

3. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian di daerah Kesultanan Yogyakarta yang sekarang 

menjelma menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 
4. Tekhnik Pengumpulan Data  

 
 
 
 
 
 
 

 
13 M.Iqbal, Pokok – pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2002), hlm. 22.
  

14 Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya 
Bhakti, 2004), hlm. 134.
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Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, 

untuk mendapatkan data secara langsung dan didukung dengan teori – 

teori serta cara yang digunakan yaitu : 

 
a) Wawancara (interview) yaitu metode pengumpulan data dengan 

menggunakan pedoman tanya jawab. 
15

 

 
b) Dokumentasi yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah 

dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen – 

dokumen, arsip – arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun 

online.
16

 

 
c) Observasi yaitu pengalaman dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian.
17

 

 
5. Sumber Data 

 
 
 

 

a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama 

dilapangan. Data primer diperoleh dari Pejabat Panitikismo Keraton 

Yogyakarta. Bahan hukum primer ini juga mempunyai sifat autoratatif, 

artinya mempunyai otoritas bisa menjelaskan bahwa suatu kejadian di 

lapangan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau hukum yang 

berlaku tidak sesuai dengan keadaan sosial.
18

 

 
 
 
 

15 Winarno Surahmat, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung : Tarsito, 1980), hlm. 17
  

16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek (Jakarta : Rineka Cipta, 
1998), hlm. 202

  

17 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakart : Gajah Mada University 
Press, 1993), hlm. 100

  
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. Ke-3 (Jakarta: Prenada Media Group, 

2005), hlm. 141.
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b) Data Sekunder adalah data yang telah tersedia berupa hasil penelitian 

yang dipublikasikan, penelitian – penelitian sebelumnnya, buku – 

buku, Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, dan data – data 

lainnya.
19

 Data sekunder diperoleh dari buku kepustakaan dan 

peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah tanah – tanah 

di DIY. 

 
6. Analisis Data 

 

Analisis data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, 

mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat 

diambil kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan 

dibahas.
20

 

 
. Didalam analisis data ini menelaah data yang sudah diperoleh dari 

berbagai sumber, baik dari wawancara, pengalaman ataupun bahan – 

bahan lain, kemudian menyusun secara sistematis agar mudah difahami. 

 
Metode analisis data ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, 

artinya data tersebut digambarkan secara sistematis dan wujud uraian – 

uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan atau 

kesimpulan.
21

 

 
 
 
 
 
 
 

 
19 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 30
  

20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 
1998), hlm. 171

  
21 Soemitro Rony Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum Dan juri Metri, (Jakarta: 

Ghalia, 1998), hlm. 82.
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G. Sistematika Pembahasan 

 

Di dalam sistematika pembahasan penyusun skripsi akan menguraikan 

lima pokok bab yang akan menjadi objek dan batasan – batasan pembahasan. 

Di dalam bab ini akan memuat seputar latar belakang masalah yang akan 

menjadi pendukung penyusun dalam menguraikan alasan – alasan diambilnya 

pokok bahasan mengenai perubahan hak atas tanah magersari sebelum dan 

sesudah disahkannya Undang – Undang No. 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan DIY. 

 
Bab pertama yang diantaranya berisikan antara lain; Latar belakang 

masalah, Rumusan masalah, Tinjauan dan Kegunaan Penelitian, Telaah 

pustaka, Kerangka teoritik, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan. 

Dengan adanya perumusan masalah dan tata cara pengumpulan data dapat 

memberikan gambaran seputar apa yang akan menjadi pokok pembahasan 

pada penyusunan skripsi kali ini. 

 
Bab dua berisi tentang gambaran umum tentang profil keistimewaan 

Yogyakarta, meliputi; sejarah terbentuknya Yogyakarta, faktor – faktor yang 

menjadikan Yogyakarta istimewa serta hak – hak yang melekat padanya. 

 
Bab ketiga berisi tentang kebijakan pertanahan di Yogyakarta dari 

masa ke masa, mulai dari jaman kolonial hingga disahkannya Undang – 

Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. 

 
Bab keempat berisi tentang pelaksanaan kebijakan hak atas tanah 

magersari sesudah disahkannya Undang – Undang No. 13 tahun 2012 tentang 

Keistimewaan D.I.Yogyakarta. 
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Bab kelima berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran – saran 

penelitian yang mungkin belum tercantum atau terlewatkan di dalam 

penelitian ini. 



 
 
 
 
 

 

BAB V 

 

PENUTUP 
 
 
 
 

A. Kesimpulan 

 

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab – bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 
1. Pelaksanaaan perubahan hak atas tanah Magersari Keraton 

Yogyakarta (Kasultanan dan Kadipaten) setelah disahkannya 

Undang – Undang nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan 

DIY, diantaranya : 

 
a. Dihapuskannya peningkatan hak atas tanah magersari menjadi 

hak milik, baik tanah Kasultanan maupun tanah Kadipaten. 

 
b. Dilakukannya inventarisasi tanah Kasultanan dan tanah 

Kadipaten sebagai upaya memperoleh kepastian hukum, yang 

diatur dalam pasal 9 Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 

Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah 

Kasultanan Dan Tanah Kadipaten. 

 
c. Seluruh tanah di DIY bakal memiliki sertifikat yang sah atas 

nama Kasultanan dan Kadipaten. 

 
d. Dengan Hak atas tanah yang berkepastian hukum, maka segala 

bentuk sengketa atas tanah Kasultanan maupun Kadipaten 

dapat di selesaikan ke ranah hukum oleh pihak keraton sebagai 
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badan hukum seperti yang teelah diinyatakan dalam pasal 32 

 

UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY. 

 

e. Hak - hak atas tanah dan bangunan Kasultanan maupun 

Kadipaten yang berhubungan dengan sejarah dan budaya 

dikembalikan kepada Keraton Yogyakarta. 

 
f. Perubahan hanya bersifat administratif secara legalitas tanah 

Kasultanan dan Kadipaten, tidak pada sistem hak atas tanah 

yang sudah berjalan ( hak magersari, hak anggaduh). 

 
2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perubahan hak atas tanah 

Magersari Keraton Yogyakarta (Kasultanan dan Kadipaten) setelah 

disahkannya Undang – Undang nomor 13 tahun 2012 Tentang 

Keistimewaan DIY, diantaranya : 

 
a. Kerancuan dualisme hukum pertanahan yang berlaku di DIY 

antara hukum adat dan hukum agraria. Dimana UU nomor 5 

Tahun 1960 (UUPA) berlaku secara bersamaan dengan 

Rijksblad Tahun 1918 Nomor 18 dan Rijksblad Tahun 1918 

Nomor 16 yang menjadi dasar lahirnya peraturan pertanahan di 

DIY. 

 
b. Terjadi pro dan kontra yang diakibatkan perbedaan 

pemahaman atas sejarah, Peraturan Daerah dan Kebijakan 

Kasultanan dan Kadipaten. 

 
Adapun upaya yang dilakukan Keraton Yogyakarta dalam 

pelaksanaan perubahan hak atas tanah Magersari Keraton 
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Yogyakarta (Kasultanan dan Kadipaten) setelah disahkannya 

Undang – Undang nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan 

DIY, antara lain : 

 
a. Sosialisasi Peraturan Daerah Istimewa yang baru, sehingga 

mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap 

kebijakan inventarisasi tanah dan menghindari polemik sosial. 

 
b. Pengukuhan hak asal – usul yang disandang DIY sebagai suatu 

keistimewaan, dan dapat menjadi pedoman pengelolaan tanah 

di DIY 

 
c. Melaksanakan amanah Undang – Undang secara seharusnya 

dengan penuh kebijakan yang berlandaskan pada asas keadilan 

sosial. 

 

 

B.  Saran 

 

Atas kesimpulan tersebut diatas, penulis mengemukakan saran sebagai 

berikut : 

 
1. Seyogyanya proses inventarisasi tanah dilakukan secara bertahap, 

tidak langsung secara regular untuk menghindari kesan “raja ingin 

kuasai tanah” 

 
2. Sosialisasi harus dilaksanakan diseluruh aspek masyarakat, mulai 

dari pemerintah kab/kota, lurah hingga kalangan masyarakat paling 

bawah. 
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3. Sosialisasi pengelolaan SG dan PAG dilaksanakan secara 

langsung, sehingga setiap timbul ketidakfahaman pada kebijakan 

dapat langsung dikonfirmasi. 

 
4. Masyarakat harus merasa aman dan terjamin bahwa adanya 

kebijakan inventarisasi tanah Kasultanan dan Kadipaten tidak akan 

memberikan ancaman pada hak atas tanah. 

 
5. Pemerintah harus professional menggunakan kebijakan atas dasar 

keadilan, pemerataan dan kepentingan publik diatas kepentingan 

golongan. 
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